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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta
dalam mendorong kepatuhan hukum masyarakat serta meninjau kontribusi positif patroli dialogis dalam
menurunkan tingkat kriminalitas melalui pendekatan community policing. Penelitian menggunakan
metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, melalui wawancara, observasi, dan studi
kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli dialogis
dilaksanakan secara humanis, komunikatif, responsif, dan berbasis kemitraan masyarakat. Kegiatan ini
tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan dan edukasi hukum, tetapi juga memperkuat partisipasi warga
dalam pencegahan tindak pidana. Data Polresta Surakarta menunjukkan penurunan laporan kriminalitas
dari 500 kasus pada 2024 menjadi 414 kasus pada 2025. Pelaksanaan patroli dialogis terbukti berkontribusi
positif sebagai strategi preventif dan penguatan kemitraan sosial, meskipun efektivitasnya perlu dibaca
relatif karena data kriminalitas bersifat fluktuatif. Strategi ini menegaskan bahwa pemolisian berbasis
masyarakat dapat mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan dialogis secara simultan, menjadikan
masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan serta mendukung kepatuhan hukum yang
berkelanjutan di Kota Surakarta.

Kata kunci: patroli dialogis; Tim Sparta; kepatuhan hukum; kriminalitas; community policing.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of dialogical patrols by the Surakarta Police Sparta Team
in encouraging community legal compliance and review the positive contribution of dialogical patrols in
reducing crime rates through the community policing approach. The research uses an empirical juridical
method with a legal sociological approach, through interviews, observations, and qualitatively analyzed
literature studies. The results of the study show that dialogical patrols are carried out in a humanistic,
communicative, responsive, and community-based manner. This activity not only serves as legal
supervision and education, but also strengthens citizen participation in the prevention of criminal acts.
Surakarta Police data shows a decrease in crime reports from 500 cases in 2024 to 414 cases in 2025. The
implementation of dialogical patrols has made a positive contribution as a preventive strategy and
strengthening social partnerships, although its effectiveness needs to be read relatively because crime data
is volatile. This strategy emphasizes that community-based policing can integrate preventive, repressive,
and dialogical functions simultaneously, making the community an active partner in maintaining security
and supporting sustainable legal compliance in the city of Surakarta.
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1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama pembangunan nasional yang
berkelanjutan. Tanpa kondisi yang aman dan tertib, kualitas hidup masyarakat berpotensi menurun dan
roda pembangunan akan terhambat. Namun, realitas menunjukkan bahwa situasi kamtibmas dan tindak
kriminalitas cenderung meningkat seiring perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Purwanti
et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan
yang ada belum sepenuhnya efektif, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur, terpadu, dan

melibatkan partisipasi aktif masyarakat.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, khususnya Pasal 13, Polri bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas ini menuntut Polri tidak
hanya berorientasi pada tindakan preventif dan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang
humanis dan dialogis (Ramadhan & Nurrohman, 2025). Fungsi preventif tersebut diwujudkan antara lain
melalui kegiatan patroli sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan
Kepolisian Nomor 1 Tahun 2007 tentang Patroli, yang mencakup berbagai metode, mulai dari patroli
berjalan kaki, kendaraan bermotor, patroli samapta, lintas sektor, hingga patroli dialogis yang
mengedepankan komunikasi langsung antara petugas dan masyarakat (Andasia et al., 2025).

Dinamika sosial yang semakin kompleks mendorong Polri mengadopsi pendekatan community
policing atau pemolisian berbasis masyarakat yang sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara maju.
Di Amerika Serikat, program neighborhood policing menempatkan petugas secara tetap di wilayah
tertentu untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan warga dalam penanggulangan kejahatan
(RAND Corporation, t.t.). Di Jepang, Koban System menitikberatkan pada pos polisi kecil di lingkungan
permukiman yang memungkinkan interaksi intensif dengan warga; sistem ini kemudian diadopsi dalam
polmas di Bekasi pada tahun 2005 dan menyebar ke berbagai wilayah Indonesia (Lesmana, 2022).
Sementara itu, Singapura mengembangkan Community Partnership Program yang memadukan teknologi
informasi dengan kerja sama lintas sektor, di mana Singapore Police Force membentuk Neighbourhood
Police Post (1983) yang kemudian ditingkatkan menjadi Neighbourhood Police Centre pada 1996 (Elitkita,
2016).

Di Indonesia, konsep community policing diadaptasi sesuai kondisi sosial dan budaya lokal, lalu
diintegrasikan ke dalam kebijakan Polri melalui berbagai program operasional, salah satunya patroli
dialogis. Landasan yuridisnya terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menegaskan bahwa masyarakat merupakan mitra
strategis dalam pemeliharaan kamtibmas dengan prinsip kemitraan, partisipasi, dan keterbukaan. Patroli
dialogis tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan wilayah, tetapi juga sebagai sarana interaksi aktif,
edukasi hukum, dan pembangunan kepercayaan antara aparat dan masyarakat.

Dalam konteks kota urban seperti Surakarta yang dicirikan oleh kepadatan penduduk, keragaman
aktivitas ekonomi, mobilitas tinggi, dan potensi konflik sosial (Malindoandhi, 2011). Pendekatan
community policing menjadi semakin relevan. Wujud konkret adaptasi lokal tersebut tampak pada
pembentukan Tim Sparta (Spesialis Pengendali Massa, Antipekat, Rusuh, Teror, dan Anarkis) oleh
Polresta Surakarta di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Iwan Saktiadi (2022-2025). Berbeda dengan
unit serupa seperti Tim Elang (Polrestabes Semarang) atau Tim Harimau (Polres Karanganyar) yang

umumnya berfokus pada patroli rutin, Tim Sparta memiliki pola patroli yang lebih fleksibel, responsif,



dan dialogis (Saputra, 2020). Secara struktural, tim ini berada di bawah piket Dalmas Satuan Samapta,
menggabungkan fungsi preventif, represif, dan dialogis secara simultan, serta menjalin kolaborasi dengan
perangkat kelurahan, RT/RW, dan komunitas warga (Tribratanews Surakarta, 2025).

Meskipun angka kriminalitas di Surakarta tidak setinggi kota metropolitan besar lainnya, kejahatan
jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan aksi balap liar masih
kerap ditemukan (Polresta Surakarta, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan patroli
seringkali belum berjalan optimal (Susilo, 2024), sehingga strategi pemolisian perlu mengintegrasikan
pendekatan preventif berbasis partisipasi masyarakat.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang patroli kepolisian di Indonesia masih
didominasi oleh pembahasan konseptual community policing secara umum, tanpa menguraikan
implementasi konkret patroli dialogis di wilayah urban (Fadli & Kurniawati, 2023; Santoso et al., 2023;
Nurhadi & Wijaya, 2024). Terdapat research gap yang signifikan, yakni belum adanya kajian empiris
mendalam mengenai kontribusi patroli dialogis terhadap peningkatan kepatuhan hukum dan penurunan
kriminalitas dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis, khususnya di Kota Surakarta.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pelaksanaan patroli
dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam mendorong kepatuhan hukum masyarakat ditinjau dari
perspektif community policing; dan (2) mengkaji kontribusi patroli dialogis Tim Sparta dalam

menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Surakarta.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum karena isu keamanan dan kepatuhan hukum
yang dikaji tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat perilaku manusia berlangsung, terutama
melalui interaksi dan relasi antarindividu dalam kelompok masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti memahami patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta bukan sekadar penegakan hukum
formal, melainkan proses sosial yang melibatkan pembentukan norma, struktur sosial, serta jaringan
komunikasi antara polisi dan warga dalam kerangka community policing. Melalui perspektif tersebut,
penelitian dapat menelaah respons masyarakat terhadap kehadiran patroli, tingkat partisipasi warga dalam
menjaga keamanan, serta faktor sosial dan budaya yang menjadi penghambat atau pendukung, sehingga
solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga selaras dengan dinamika
sosial di Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku sekaligus penerapannya dalam kenyataan di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang
dijadikan data penelitian, kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan menghasilkan
penyelesaian masalah. Penelitian dilaksanakan di Polresta Surakarta, JI. Slamet Riyadi No. 376,

Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142, dengan pertimbangan institusi
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tersebut memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta didukung
ketersediaan data kriminalitas, dokumentasi kegiatan kepolisian, dan akses bagi peneliti untuk melakukan
observasi serta wawancara langsung. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder; data primer
diperoleh langsung dari responden melalui kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, yaitu
anggota Polresta Surakarta khususnya Satuan Samapta, masyarakat atau tokoh masyarakat di wilayah
sasaran patroli atas rekomendasi Satuan Samapta, serta satu orang anggota intelijen yang pernah bertugas
di Satuan Samapta dan memiliki pengalaman langsung pelaksanaan patroli dialogis, sedangkan data
sekunder diperoleh melalui dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan literatur yang
relevan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.
Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan patroli dialogis,
kendala yang dihadapi, serta persepsi aparat dan masyarakat tentang perannya dalam meningkatkan
kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas. Observasi dilakukan untuk memperoleh data
empiris melalui pengamatan langsung terhadap proses patroli, bentuk interaksi aparat dengan masyarakat,
dan respons masyarakat, sehingga memberikan gambaran faktual dan holistik mengenai praktik patroli
dialogis. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif untuk menguraikan
secara mendalam fenomena pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam
meningkatkan kepatuhan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas dalam perspektif community
policing, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai fungsi, peranan, dan implikasinya dalam

menciptakan ketertiban serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Patroli Dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam Mendorong Kepatuhan

Hukum Masyarakat

Tim Sparta Satuan Samapta Polresta Surakarta melaksanakan patroli dialogis sebagai bentuk kegiatan
preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Surakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada berbagai titik strategis, seperti objek vital, pasar tradisional, kawasan
publik, destinasi wisata, serta wilayah yang memiliki potensi kerawanan sosial. Patroli dialogis tidak
hanya dimaknai sebagai pengawasan rutin, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi langsung
antara kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan persuasif. Melalui komunikasi
tersebut, Tim Sparta menyampaikan imbauan kamtibmas, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta
mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
upaya menciptakan ketertiban tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan
dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan data kriminalitas Polresta Surakarta tahun
2019-2026, jumlah kejahatan mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu 467 kasus pada tahun 2019,
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meningkat menjadi 634 kasus pada tahun 2020, kemudian melonjak menjadi 1.404 kasus pada tahun 2022
dan 1.962 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerawanan keamanan di Kota
Surakarta masih relatif tinggi sehingga kehadiran patroli dialogis menjadi penting sebagai strategi
preventif dalam menekan potensi gangguan kamtibmas (Polresta Surakarta, 2026). Selain itu, Tim Sparta
selama tahun 2025 menangani 142 kasus yang terdiri atas pesta miras, premanisme, motor brong,
kenakalan remaja, pencurian, perjudian, dan penjualan minuman keras. Dominasi kasus pesta miras dan
premanisme menunjukkan bahwa gangguan ketertiban masyarakat masih menjadi persoalan yang
memerlukan penanganan preventif secara berkelanjutan.

Pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta memperlihatkan mekanisme kerja yang terstruktur mulai
dari tahap persiapan, pelaksanaan patroli, hingga pelaporan hasil kegiatan. Sebelum patroli dilaksanakan,
dilakukan pembagian jadwal piket, pengecekan kendaraan operasional, pemeriksaan perlengkapan,
penentuan sasaran patroli, dan pengarahan personel. Dalam pelaksanaannya, Tim Sparta memanfaatkan
call center, Handy Talky (HT), serta handphone sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk
mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Patroli dilakukan secara rutin pada siang maupun
malam hari dengan menyasar titik rawan kriminalitas dan pusat aktivitas masyarakat. Di lapangan, anggota
Tim Sparta tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berdialog dengan pedagang, petugas
keamanan, tukang becak, pengemudi ojek daring, dan masyarakat sekitar guna memperoleh informasi
terkait kondisi keamanan wilayah. Pola tersebut menunjukkan bahwa patroli dialogis tidak lagi sekadar
patroli konvensional yang berorientasi pada pengawasan fisik, melainkan telah berkembang menjadi
sistem pengawasan yang komunikatif, responsif, dan berbasis kemitraan dengan masyarakat. Kondisi ini
sejalan dengan pandangan Sadjijono yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian preventif dijalankan
melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif
dilakukan melalui penegakan hukum (Sadjijono, 2010). Patroli dialogis Tim Sparta memperlihatkan
dominasi fungsi preventif karena menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban
umum. Selain itu, Kurnarto menjelaskan bahwa tindakan preventif kepolisian mencakup patroli,
pembinaan, penyuluhan, dan interaksi sosial guna membangun masyarakat sadar hukum (Kurnarto, 2007).
Oleh sebab itu, patroli dialogis Tim Sparta tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga
membangun komunikasi sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta juga mencerminkan implementasi
konsep community policing sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak lagi
diposisikan sebagai objek pengawasan semata, melainkan sebagai mitra aktif dalam mendeteksi,
mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan keamanan di lingkungan masing-masing. Melalui

pendekatan dialogis, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun



informasi mengenai potensi gangguan kamtibmas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan
antara polisi dan masyarakat mulai bergerak dari pola yang bersifat formal dan represif menuju pola
kemitraan yang lebih partisipatif. Pandangan Parsudi Suparlan menyebutkan bahwa community policing
atau pemolisian komuniti merupakan ujung tombak kepolisian karena pada titik tersebut polisi
berhubungan langsung dengan masyarakat secara tetap dan berkelanjutan (Suparlan, 2004). Selain itu,
Chrysnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa community policing bertujuan menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat melalui pemecahan masalah sosial, pengurangan rasa takut terhadap kriminalitas,
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Dwilaksana, 2009). Dalam konteks ini, patroli dialogis Tim
Sparta berperan penting dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat melalui peningkatan rasa aman,
penguatan pengawasan sosial, dorongan partisipasi masyarakat dalam pelaporan gangguan keamanan,
serta pembentukan kebiasaan hidup tertib dan patuh terhadap aturan. Soerjono Soekanto menyatakan
bahwa derajat kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum dalam kehidupan
sosial (Soekanto, 1982). Oleh sebab itu, keberhasilan patroli dialogis tidak hanya diukur dari banyaknya
tindakan penindakan yang dilakukan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,
tumbuhnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan, serta terbentuknya hubungan

kemitraan antara masyarakat dan kepolisian dalam mewujudkan ketertiban sosial.

3.2 Pelaksanaan Patroli Dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dalam Menurunkan Tingkat

Kriminalitas

3.2.1 Patroli Dialogis sebagai Strategi Preventif Penanggulangan Kriminalitas

Nilai preventif patroli dialogis juga tampak dari pendekatan komunikatif yang digunakan oleh Tim Sparta.
Kehadiran polisi yang disertai dialog, penyerapan keluhan, dan respons terhadap laporan masyarakat
memungkinkan aparat memperoleh informasi lapangan secara lebih aktual. Melalui komunikasi tersebut,
polisi dapat memahami lokasi rawan, waktu terjadinya gangguan, kelompok yang berpotensi
menimbulkan keresahan, serta bentuk respons yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, patroli
dialogis tidak hanya bekerja melalui mobilitas fisik aparat, tetapi juga melalui hubungan sosial yang
dibangun bersama masyarakat (Sukamto, 2026).

Pandangan Chrysnanda Dwilaksana memperkuat hal tersebut. Community policing dipahami
sebagai pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kerja
sama antara polisi dan masyarakat, pengurangan rasa takut terhadap kriminalitas, pengutamaan
pencegahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan patroli dialogis
tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penindakan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah
gangguan, mengurangi rasa takut masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib (Dwilaksana,

2009).



Nilai preventif patroli dialogis juga tampak dari pendekatan komunikatif yang digunakan oleh Tim
Sparta. Kehadiran polisi yang disertai dialog, penyerapan keluhan, dan respons terhadap laporan
masyarakat memungkinkan aparat memperoleh informasi lapangan secara lebih aktual. Melalui
komunikasi tersebut, polisi dapat memahami lokasi rawan, waktu terjadinya gangguan, kelompok yang
berpotensi menimbulkan keresahan, serta bentuk respons yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu,
patroli dialogis tidak hanya bekerja melalui mobilitas fisik aparat, tetapi juga melalui hubungan sosial
yang dibangun bersama masyarakat (Sukamto, 2026).

Pandangan Chrysnanda Dwilaksana memperkuat hal tersebut. Community policing dipahami
sebagai pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kerja
sama antara polisi dan masyarakat, pengurangan rasa takut terhadap kriminalitas, pengutamaan
pencegahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan patroli dialogis
tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan penindakan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah
gangguan, mengurangi rasa takut masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib (Dwilaksana,
2009).

Di Surakarta, sifat preventif patroli dialogis terlihat dari upaya Tim Sparta mengantisipasi
gangguan yang berpotensi berkembang menjadi persoalan kriminalitas. Kebisingan, balap liar, konsumsi
minuman keras, dan kerumunan yang tidak terkendali dapat memicu perkelahian, kecelakaan, keresahan
sosial, maupun konflik antarwarga apabila dibiarkan. Oleh karena itu, patroli dialogis bekerja dengan
memotong jalur eskalasi gangguan sejak gejala awal. Pola ini penting dalam wilayah perkotaan yang
dinamis karena banyak gangguan keamanan tumbuh dari pembiaran terhadap pelanggaran kecil yang
berulang (Sukamto, 2026).

Patroli dialogis juga menuntut kombinasi antara kehadiran fisik, fleksibilitas operasional, dan
kesiapan merespons laporan masyarakat. Tim Sparta tidak hanya bergerak berdasarkan jadwal, tetapi juga
menyesuaikan diri dengan laporan mendadak, kondisi lapangan, dan kebutuhan respons cepat pada jam
rawan. Penggunaan call center, Handy Talky, handphone, pembagian regu, serta pelaksanaan patroli pada
pagi, sore, malam, dan waktu tertentu menunjukkan bahwa patroli dialogis dijalankan secara adaptif.
Dengan demikian, patroli dialogis tidak sekadar berarti berjaga-jaga, tetapi mengorganisasi kehadiran
polisi agar dekat dengan titik rawan dan cepat mencegah risiko berkembang menjadi kriminalitas nyata
(Sukamto, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, patroli dialogis dapat ditempatkan sebagai strategi preventif dalam
penanggulangan kriminalitas tingkat lokal. Patroli ini bekerja melalui deteksi dini, pembacaan gejala
sosial, pengurangan rasa takut, penyempitan ruang gerak gangguan kamtibmas, dan penguatan komunikasi

antara polisi dan masyarakat. Nilai strategisnya terletak pada kemampuannya hadir sebelum masalah



berkembang menjadi lebih besar, sehingga lebih mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan

dibanding pendekatan yang hanya bertumpu pada penindakan setelah kerugian sosial terjadi (Arief, 2010).

3.2.2 Keterlibatan Masyarakat sebagai Unsur Utama Community Policing

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta
Surakarta. Dalam patroli dialogis, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima
perlindungan, tetapi juga sebagai mitra yang diajak berkomunikasi, didengarkan, dan dilibatkan dalam
membaca situasi keamanan di lingkungannya. Warga dapat memberikan informasi, menyampaikan
keluhan, menjelaskan gejala gangguan, serta menjadi sumber pengetahuan lokal bagi kepolisian. Pola ini
menunjukkan bahwa patroli dialogis tidak bekerja secara satu arah, melainkan membangun hubungan
timbal balik antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketertiban (Sukamto, 2026).

Keterlibatan tersebut sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas dipahami sebagai kegiatan ajakan untuk masyarakat
melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat agar mampu mendeteksi, mengidentifikasi, serta
menemukan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Rumusan ini menunjukkan
bahwa community policing dibangun atas dasar kemitraan, sehingga masyarakat bukan unsur tambahan,
melainkan bagian dari kerja preventif kepolisian (Perpol No. 1 Tahun 2021).

Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa pemolisian komunitas merupakan ujung tombak kepolisian
karena pada tingkat inilah polisi berhubungan langsung dengan warga setempat. Polisi dalam pemolisian
komunitas harus membangun hubungan yang baik, tulus, dan saling menguntungkan untuk menciptakan
rasa aman. Apabila dikaitkan dengan Tim Sparta, kualitas patroli dialogis tidak hanya ditentukan oleh
jumlah patroli atau kecepatan respons, tetapi juga oleh keberhasilan polisi membangun hubungan yang
dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Suparlan, 2008).

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena kriminalitas lokal tidak selalu muncul secara tiba-
tiba. Banyak gangguan berawal dari gejala kecil yang lebih dahulu diketahui warga, seperti kerumunan
yang tidak biasa, kendaraan yang mondar-mandir pada jam tertentu, kelompok remaja yang menimbulkan
keresahan, atau lokasi yang mulai digunakan untuk konsumsi minuman keras. Polisi yang hanya
mengandalkan pengamatan visual mungkin melihat gejala tersebut secara sesaat, sedangkan warga
mengetahui pola dan frekuensinya. Oleh karena itu, dialog antara polisi dan masyarakat menjadi sarana
penting untuk memperkaya informasi lapangan dan memperkuat pencegahan (Sukamto, 2026).

Sadjijono menjelaskan bahwa perubahan paradigma kepolisian sipil menuntut penyelenggaraan
kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Fungsi preventif kepolisian tidak hanya
melekat pada institusi kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari

tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, patroli dialogis Tim Sparta menunjukkan bahwa pencegahan



kriminalitas akan lebih efektif apabila masyarakat turut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan,
pelaporan, dan pemeliharaan ketertiban (Sadjijono, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam patroli dialogis sangat berkaitan dengan kepercayaan. Masyarakat
tidak akan aktif memberikan informasi apabila merasa polisi tidak mendengar, tidak menindaklanjuti, atau
terlalu berjarak. Sebaliknya, ketika polisi hadir dengan pendekatan humanis, membuka ruang komunikasi,
dan memberikan respons nyata, masyarakat lebih mudah menempatkan dirinya sebagai mitra. Dalam
konteks Surakarta, pendekatan dialogis Tim Sparta memperlihatkan hubungan yang lebih harmonis dan
kolaboratif antara polisi dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak lahir dari instruksi
sepihak, tetapi dari pengalaman ketika masyarakat merasa dihargai dan melihat keterlibatannya berguna
bagi keamanan lingkungan (Sukamto, 2026).

Dari sisi penurunan kriminalitas, keterlibatan masyarakat memberikan keuntungan informasi dan
keuntungan normatif. Keuntungan informasi muncul karena polisi memperoleh data sosial yang lebih
cepat dan aktual. Keuntungan normatif muncul karena warga yang dilibatkan terdorong untuk menjaga
lingkungannya sendiri. Dengan demikian, keamanan tidak hanya dijaga dari luar melalui patroli aparat,
tetapi juga dibangun dari dalam melalui partisipasi sosial. Patroli dialogis Tim Sparta menjadi jembatan
antara kewenangan polisi dan pengetahuan lokal masyarakat, sehingga penanggulangan kriminalitas dapat

dilakukan secara lebih berkelanjutan (Suparlan, 2008)

3.2.3 Efektivitas Patroli Dialogis terhadap Penurunan Gangguan Kamtibmas dan Kriminalitas

Efektivitas patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta dapat dilihat melalui data kejahatan yang
dilaporkan dan diselesaikan di wilayah Polres Kota Surakarta. Data tahun 2019 sampai dengan 2026
menunjukkan pola yang fluktuatif. Jumlah kejahatan yang dilaporkan tercatat sebanyak 472 kasus pada
2019, meningkat menjadi 608 kasus pada 2020, menurun menjadi 407 kasus pada 2021, dan kembali turun
menjadi 375 kasus pada 2022. Pada periode berikutnya, jumlah laporan naik menjadi 438 kasus pada 2023
dan 500 kasus pada 2024, kemudian menurun menjadi 414 kasus pada 2025. Adapun data 2026 tercatat
sebanyak 158 kasus, tetapi masih bersifat sementara karena hanya mencakup periode 1 Januari sampai 15

April 2026 (Polresta Surakarta, 2026)..
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Catacan: Data tahun 2026 bersitat sementara (1 Januan-15 Aprfl 2026). Penurunan laporan dan 500 kasus (2024) menjach 414 vasus (2025) « 86 kasus (17.2%)

Gambar 1. Grafik Data Kriminalitas Polresta Surakarta Tahun 2019-2026

Berdasarkan grafik tersebut, tren kriminalitas di Kota Surakarta bersifat fluktuatif.
Penurunan dari 500 kasus pada 2024 menjadi 414 kasus pada 2025 menunjukkan pengurangan 86 kasus
atau sekitar 17,2%. Angka ini dapat dibaca sebagai indikasi adanya pengendalian terhadap gangguan
kamtibmas dan kriminalitas. Namun, efektivitas patroli dialogis tetap perlu dipahami secara proporsional
karena data belum menunjukkan penurunan yang stabil setiap tahun (Polresta Surakarta, 2026).

Efektivitas patroli dialogis tidak hanya terlihat dari penurunan angka laporan, tetapi juga dari
dampaknya terhadap kondisi keamanan di lapangan. Patroli dialogis dinilai berpengaruh terhadap
berkurangnya beberapa gangguan, seperti perkelahian, konsumsi minuman keras, knalpot brong,
bentrokan di daerah rawan, dan gangguan pada objek vital. Selain itu, patroli dialogis juga mendorong
meningkatnya rasa aman, kesadaran melapor, serta komunikasi antara polisi dan masyarakat (Sukamto,
2026).

Secara teoritis, hal tersebut sejalan dengan konsep community policing yang menekankan kerja
sama polisi dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban, mengurangi rasa takut terhadap kriminalitas,
serta mengutamakan pencegahan. Dengan demikian, patroli dialogis dapat dinilai efektif apabila mampu
memperkuat komunikasi, mempercepat respons terhadap gangguan, mendorong partisipasi masyarakat,

dan memperkecil peluang gangguan berkembang menjadi tindak kriminal (Dwilaksana, 2009).

3.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Patroli Dialogis dan Kebutuhan Pengembangan ke Depan

Pelaksanaan patroli dialogis Tim Sparta Polresta Surakarta menunjukkan arah yang tepat sebagai model
kerja preventif yang menggabungkan mobilitas patroli, komunikasi sosial, respons cepat, dan keterlibatan
masyarakat. Patroli ini dinilai rutin, responsif, humanis, dan adaptif. Namun, pelaksanaannya belum

sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan personel, armada
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yang sudah lama digunakan, luasnya wilayah pengawasan, serta respons masyarakat yang belum merata
terhadap pendekatan dialogis (Sukamto, 2026).

Evaluasi pertama berkaitan dengan dukungan kelembagaan dan teknis. Patroli dialogis merupakan
kegiatan yang lebih kompleks dibanding patroli biasa karena memadukan fungsi pengawasan, pembinaan,
komunikasi, dan respons cepat. Oleh karena itu, pelaksanaannya membutuhkan sarana yang memadai,
pola komando yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, mekanisme pelaporan yang tertib, serta
tindak lanjut yang konsisten. Dalam hal ini, kesiapan organisasi kepolisian menjadi faktor penting agar
patroli dialogis dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suparlan, 2008).

Evaluasi kedua berkaitan dengan kualitas personel. Patroli dialogis menuntut anggota yang tidak
hanya sigap secara operasional, tetapi juga mampu membaca situasi sosial, membangun komunikasi, dan
menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, peningkatan pelatihan komunikasi sosial, pembinaan
petugas, dan strategi patroli yang lebih adaptif menjadi kebutuhan penting. Tanpa kemampuan tersebut,
patroli dialogis berisiko hanya menjadi patroli biasa yang tidak menghasilkan kedekatan dan partisipasi
masyarakat secara nyata (Sadjijono, 2006).

Evaluasi ketiga menyangkut pola operasi dan pemanfaatan data. Wilayah perkotaan seperti
Surakarta memiliki karakter gangguan kamtibmas yang dinamis, baik dari segi lokasi, waktu, maupun
bentuk gangguannya. Oleh sebab itu, patroli dialogis perlu didukung oleh perencanaan berbasis data,
seperti laporan masyarakat, catatan gangguan sebelumnya, pola jam rawan, dan pembaruan informasi
lapangan. Perencanaan berbasis data diperlukan agar patroli tidak hanya aktif bergerak, tetapi juga tepat
sasaran pada ruang dan waktu yang membutuhkan kehadiran polisi (Sukamto, 2026).

Evaluasi keempat berkaitan dengan tindak lanjut dan penggunaan teknologi. Keberadaan call
center dan pelaporan langsung menjadi kekuatan bagi Tim Sparta, tetapi kanal tersebut hanya efektif
apabila diikuti dengan respons cepat, pencatatan yang tertib, dan umpan balik kepada masyarakat. Apabila
laporan tidak ditindaklanjuti secara memadai, kepercayaan masyarakat dapat menurun dan partisipasi
warga akan melemah. Oleh karena itu, pengembangan patroli dialogis perlu diarahkan pada penguatan
sistem informasi, dokumentasi interaksi, klasifikasi masalah, dan evaluasi hasil patroli secara berkala
(Sukamto, 2026).

Selain itu, pengembangan patroli dialogis juga perlu memperkuat jejaring sosial di tingkat lokal.
Keterlibatan tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, petugas keamanan lokal, dan forum warga penting
untuk mendukung deteksi dini serta pencegahan kriminalitas. Semakin kuat jejaring lokal yang dibangun,
semakin cepat potensi gangguan dapat diketahui dan semakin besar dukungan masyarakat terhadap patroli.
Dengan demikian, pengembangan patroli dialogis tidak hanya berkaitan dengan penambahan sarana dan

personel, tetapi juga dengan penguatan hubungan sosial antara polisi dan masyarakat (Dwilaksana, 2009).
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Berdasarkan evaluasi tersebut, patroli dialogis Tim Sparta perlu dikembangkan melalui
peningkatan sarana, penguatan kapasitas personel, perencanaan berbasis data, tindak lanjut laporan yang
jelas, dan perluasan partisipasi masyarakat. Apabila aspek-aspek tersebut diperkuat secara berkelanjutan,
patroli dialogis dapat menjadi model pemolisian preventif yang lebih efektif dalam menurunkan gangguan

kamtibmas dan mendukung pengendalian kriminalitas di Kota Surakarta (Sukamto, 2026).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan patroli dialogis oleh Tim Sparta Polresta
Surakarta dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi community policing yang menempatkan
masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Patroli ini tidak hanya
berfungsi sebagai kegiatan pengawasan dan penindakan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi,
pembinaan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui dialog dengan warga, pedagang,
pemuda, pengendara, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berada di titik rawan gangguan kamtibmas.
Pendekatan yang humanis, komunikatif, dan responsif tersebut mendorong kepatuhan hukum masyarakat
secara bertahap karena masyarakat tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga dilibatkan, dihargai, dan diberi
pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban. Selain itu, patroli dialogis Tim Sparta juga
berkontribusi terhadap upaya penurunan gangguan kamtibmas dan kriminalitas di Kota Surakarta,
meskipun efektivitasnya perlu dibaca secara hati-hati karena data kriminalitas masih menunjukkan pola
fluktuatif. Berdasarkan data kejahatan Polresta Surakarta tahun 2019 sampai dengan 2026, jumlah
kejahatan yang dilaporkan mengalami tren naik turun, yaitu 472 kasus pada 2019, 608 kasus pada 2020,
407 kasus pada 2021, 375 kasus pada 2022, 438 kasus pada 2023, 500 kasus pada 2024, 414 kasus pada
2025, dan 158 kasus sampai 15 April 2026. Penurunan dari 500 kasus pada 2024 menjadi 414 kasus pada
2025, atau berkurang 86 kasus sekitar 17,2%, menunjukkan bahwa patroli dialogis dapat dinilai cukup
berkontribusi positif secara relatif dalam membantu menekan gangguan kamtibmas melalui kehadiran
aparat di titik rawan, penyampaian imbauan hukum, pembubaran potensi gangguan, serta peningkatan
kesadaran masyarakat untuk melapor. Dengan demikian, patroli dialogis Tim Sparta berperan sebagai
strategi preventif yang mendukung peningkatan kepatuhan hukum, pengendalian kriminalitas, dan

penciptaan situasi keamanan yang lebih kondusif di Kota Surakarta.
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